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ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU,
SEKILAS PINTAS

Esmi Warassih Pujirahayu, lahir di Solo, Jawa Tengah, tanggal 21 Ok tober
1951. Lahir dan besar dalam lingkungan yang bersahaja. Sejak usia 1,5 tahun,
hidup di Menado selama 5 tahun. Menempuh sekolah dasar kelas 1 di 5D
Kauman Malang, kelas 3 hingga kelas 4 di Cirebon, dan kelas 55D hingga sekolak
menengah atas di Kota Semarang. Dengan demikian, sejak sebelum TK, sudah
berteman dengan orang-orang yang bukan semuanya orang Jawa. Bahasa Jawa
baru belajar, terutama Krama Inggil ketika tinggal bersama kakek dannene knya
. di Solo. Tahun 1975 menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, dengan gelar sarjana hukum (S.H.). gelar magister
science (M.S.) bidang sosiologi hukum, diperoleh dari Universitas Airlangga,
~ Surabaya pada tahun 1983. Gelar doktor ilmu hukum (Dr.) juga diperoleh
dari Universitas Airlangga, tahun 1991. Pada tahun 1986-1987, berkesempatan
mengikuti Sandwich Program tentang Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan
Publik, dibawah bimbingan Prof. Drupsteen di Leiden, Belanda.

Dipercayakan sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro sejak tahun 1976. Sebelumnya sejak tahun 1975 menjadi dosen honorer

Selain mengajar di Universitas Diponegoro, untuk program sarnana,
magister, dan doktor, juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi neger: dan
swasta: 52 Universitas Gadjah Mada, 53 Universitas Negeri Solo, 53 Universitas
Trisakti, 53 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Akademi Kepolisian
{Akpol), dan S2 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Sebelumnya juga
‘pernah mengajar pada S3 Universitas Brawijaya, 52 Universitas Negeri Solo,
‘dan Universitas Islam Bandung,

Sebagai akademisi, selain mengajar, mendapat pula sejumlahjabatan, yakni:

Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas H ukum Universitas Diponegoro
11996-1999), Wakil Ketua Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro (1997-1999), Wakil Ketua Penanggung Jawab jurnal
Masalah-masalah Hukum (1997-2000), Rektor Universitas Pekalongan (] 999-
2005), Ketua Program Magister Imu Hukum Universitas Unswagati (2005-2008),
Ketua Program Doktor llmu Hukum Universitas Diponegoro (2008-2012), dan
Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro (2016-2021). Selain
pernah menjadi anggota tim pembina sejumlah jurnal dan majalah hukum
beberapa perguruan tinggi di Jawa.




Jabatan guru besar diberikan pada tanggal 1 Desember 2000, dan
pengukuhan dilakukan pada 14 April 2001, dengan judul "Pemberdayaan
Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Iroses Penegakan Hukum
dan Persoalan Keadilan).

Selain mengajar, juga melakukan banyak penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, Penelitian sudah mulai dilakukan sejak tahun 1976 hingga sekarang,
dengan penelitian pertama tentang kebutuhan hukum penduduk miskin
Sepanjang 1993-1997 dipercaya sebagai penatar melodologi penelitian bidang
humaniora dan reviewer di lingkungan Ditjen Dikti Depdilnas. Selanjutnya, sejak
tahun 2003 hingga 2014 dipercaya sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN PT).

Hal ini dapat dilihat dari publikasi ide dan gagasannya tentang hukum
dan masyarakat, Selain melalui jurnal dan majalah hukum, dalam bentuk buku
{baik buku sendiri maupun buku bersama, antara luin: Hukwm dalam Devspekiif
Sosial (1981), Pranata Hukum, Sebuah Telagh Sesiologis (2005, 2009, 2010, dan 2004,
Negara Hukwm yang Berkeadilan (Bagir Manan, 2011}, Reflekst dan Rekonsbruksi llmu
Hukum Indonesia (2012), Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukrom Progresif {2013,
Pendulum Antinomi Hukum (Valerine JL. Kriekhoff, 2014), Monograf limu Hukum
(2014), Penelitian Hukum Interdisipliner (2016). Selain itu, menulis di Kompas
tahun 1977 tentang komunikasi hukum, dan tahun 1981 tentang malapraktik.

Semua aktivitas mendapat dukungan penuh suami, Drs. H. Abdullah Sodig,
dan dua anak yang sudah berkeluarga, Ida Nur'aini Noviyanti, 5.50s. M.Pd .M
Kom dan Dyah Indah Noviani, S.Psi..M.Psi., Psikolog,



PENGANTAR
Prof. Dr:' Esmi Warassih Pujirahayu, SH., M.S.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan.
Seyogianya melalui hukum se gala keteraturan dan ketertiban ditata sedemikian
rupa, sehingga berjalan sebagaimana mestinya. Kenyataannya tidak denukian.
Kerapkali hukum sebagai punca kesengsaraan, terutama melalui pengonseps
parsial dan tindakan yang menyalahgunakan fungsi hukum.

Para ilmuan menjadi kekuatan alternatif untuk memberi berbagai tawaran
pemikiran, ketika konsep hukum sudah tidak dialektis. Demikianjuga, sekiranya
hukum disalahgunakan, maka akan muncul kekuatan akademis yang berani
meluruskan. Harus ada kekuatan intelektual yang akan mendobrak pembuat
hukum, ketika tak lagi kepedulian dan penegak hukum kehilangan nuram,

ltulah alasan sederhana mengapa posisi akademisi itu penting. Akademisi
dan peneliti mempunyai andil yang besar untuk mencari fakta-fakta lapangan
dan menyusun solusi terbaik dalam mengonsepsi dan menjalankan hukum
Akademisi dan peneliti harus memberikan pikiran dan temuannya kepada
penegak dan praktisi hukum. Hal ini akan menciptakan suatu lingkaran
koordinasi yang efektif antara akademisi dan peneliti dengan penegak hukum
dan praktisi hukum. Konkretnya adalah kedua belah pihak tersebut harus saling
bekerja sama untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan

Begitulah antara lain niat yang tercetus ketika rencana pertemuan ini
dilaksanakan. Ketika sejumlah aktivis yang menamakan diri Kelompok Diskusi
Hukum Esmi Warassih (Kedhewa) menyampaikan maksudnya kepada saya,
sungguh tiada terkira rasa bahagia. Ternyata masih banyak yang berpikir tentang
upaya untuk meluruskan hukum di negeri tni.

Setelah diskusi panjang, maka mereka langsung berinisiatif bergerak
antuk menghubungi terutama alumni Program Doktor Iimu Hukum
Universitas Diponegoro yang pernah saya bimbing. Peserta lalu melebal
kepada sejumlah orang yang setelah mendapatkan informasi ini, berminal
ikut menuliskan pikirannya.

Hasil kerja tersebut nyata terlihat saat ini. Dalam buku yang kemudian
dijadikan pemikiran hukum spiritual pluralistik sebagai kata kunci utamanya
Ciri khas dari hukum yang dilihat dari segi spritualis sebagai unsur kealaman
menjadi alternatif baru. lde tersebut memperlihatkan bahwa dengan
merefleksikan dan menghi bridasi nilai spiritual di dalam hukum, maka hukum
akan berlaku menjadi sebuah produk yang lebih bernurani dan humarus

i



Saya sangat menghargai upaya ini, terutama apa yang mereka lakukan
untuk memperingati 40 tahun pengabdian saya di Universitas Diponegoro,
sekaligus menyambut usia 65 tahun usia saya. Saya sangat berterima kasih atas
kerja yang menurut saya sebagai usaha keras yang tiara terkira. Mereka anak
muda yang luar biasa.

Selebihnya, saya juga berterima kasih kepada seluruh kolega yang
mengirimkan tulisannya untuk buku ini, sekaligus untuk dipresentasikan dalam
seminar nasional selama dua han yang dilaksanakan di Universitas Diponegoro.

Secara khusus, terima kasih kepada Prof, Dr. Yos Johan Utama selaku Rektor
Universitas Diponegoro, Dekan Fakultas Hukum Liniversitas Diponegoro, Ketua
untuk Program Doktor IImu Hukum Universitas Diponegoro, Ketua Bagian
Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, keluarga
besar Fakultas Hukum, Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), dan
semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini.

Saya berharap di usia saya yang senja, apa yang pernah saya sampaikan
melalui sumbangan pikiran, menjadi amal jariyah, sekaligus bermanfaat bagi
manusia, alam semesta, dan peradaban. Amin.



| PRAWACANA
MEMBACA ESMI WARASSIH MELALUI
HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

Jarot Jati BS!?

Hukum adalah salah satu tema yang menarik untuk dibahas, hal ini
dikarenakan hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan perkembangan
kehidupan setiap insan manusia yang tinggzal di muka bumi ini. Dengan
hancurnya sebuah hukum, maka dari situlah dapat terlihat akan kegagalan
suatu bangsa dalam menciptakan hukum dan dapat terlihat pula bahwa suatu
bangsa mengalami kemunduran etika dalam bertingkah laku. Indonesia kin;
tengah mengalami persoalan hukum yang begitu masif, penggunaan hukum
yang tak bernurani serta persoalan marjinalisasi sekelompok masyarakat oleh
hukum telah sering terjadi di negara ini.

Fmandangan#pemandangan yang memilukan itu diakibatkan karena
setiap insan hukum di negara inj hanya berkutat pada pelaksanaan hukum
yang begitu doktrinal. Pendekatan hukum secara teks seakan menjamur di
setiap sektor pelaksanaan hukum di Indonesia. Persoalan doktrinalisasi tersebut
sebenarnya adalah ujung dari kegagalan pengembangan peradaban di setiap
perguruan tinggi hukum dewasa ini. Dengan kata lain, setiap perguruan tinggi
hanya mampu menciptakan insan hukum yang berkemampuan praktis di
bidang hokum, namun pada dimensi keilmuan sama sekali kering sehingga

. pengembangan hukum hanya mampu ditangkap melalui dunia praktis yang
hanya mengutamakan segi formalitas dan kepastian hukum semata.

Selain itu, pemikiran hukum doktrinal yangbanyak dicetak oleh perguruan-
perguruan tinggi di Indonesia saat ini pada dasarnya hanyalah menekankan pada
aspek logika yang induktif atau normatif. Pendapat Ali Harb yang kemudian
i dikutip oleh Anton F. Susanto menyatakan bahwa karakter dari logika adalah
' (1) wahana untuk mengoreksi pandangan, (2) kaidah-kaidah untuk menilai nala r,
(3) syarat yang menjustifikasi pemahaman, (4) sistem yang menata kebenaran,
(5) bentuk yang diambil oleh “yang benar”, (6) struktur yang menentukan
makna.’ Pendapat Harb ini kemudian mampu memperlihatkan sisi lain dar
logika yaitu logika menghasilkan sesuatu dalam bentuk ketetapan, kejelasan,

Peneliti Kelompok Diskusi Hukum Esmj Warassih (Kedhewa)
. Anton F. Susanto, 2015, Penelitian Hubkum, Transformatif- Partisipators. Mal Ang
Setara Press, him. 23
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PERLINDUNGAN ATAS HAK ANAK MUSLIM YANG
LAHIR PADA PERKAWINAN TIDAK DICATAT

Dr. Amnawaty, S,H, M H!

Realitas di masyarakat terdapat sistern hukum perkawinan yang tidak
dicatat, sebagian masyarakat berhukum dengan Hukum Islam, penghuly
dan hakim agama berhy kum dengan hukum negara, sehingga antara kedua

hak-haknya pasca putusan MK No. 46/ PU-V]] /2010 dan dihubungkan
dengan putusan PA Jakarta Selatan No. 1241 /Pdt.G/2012/PAJs, Dengan
demikian perlindungan atas hak anak warga muslim pada perkawinan
tidak dicatat (secara agama Islam) belum dapat dipenuhi, meskipun Pasal
43 UUP telah diperbarui,

A. PENDAHULUAN

sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Fsa dengan kesadaran untyk
mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosja]
Dengan Pancasila sebagai falsafah negara dan sila Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang paling sempurna
yang sama derajatnya sama hak dan kewajiban asasinya, Kemanusizan
yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nila; kemanusiaan °

Dalam sejarah Panjang perkawinan Islam ditemui bebera pa mode]
pPerkawinan. Dj awal kehidupan manusia Siti Hawa diciptakan Allah
melalui tulang rusuk Mabi Adam, kemudian anak-anak Nabi Ada m

' Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

" A Heuken§J, g al, 1973, Ensiklopedi politik Pembangunan Pancasila, Yayasan Cipta
Loka Caraka, Jakarta, him, 218.
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O Dr. Amnewaty, 5,H., M.H

menikah diantara mereka. Nabi Isa diciptakan melalui Maryam
tanpa terjadi perkawinan dengan siapapun. Terakhir adalah proses
manusia melalui proses perkawinan yang diciptakan oleh Allah dari
segumpal darah, lalu dijadikan tulang-belulang, lalu ditiupkan ruh,
lalu lengkaplah sebagai hamba Allah untuk lahir ke dunia menjadi
khalifah Dengan kekuasaan Allah diciptakan manusia berbangsa-
bangsa bersuku-suku agar saling mengenal dan saling menyayangi
dan diharapkan menikah Allah pun menetapkan aturan atau isi-kisi
tentang perkawinan yang wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram,
diikuti dengan rukun dan syarat menikah vang dituangkan dalam
firman-Nya, kitab suci Al-Qur’an,

Perkawinan® bila ditilik dari sudut hukum modern adalah sebuah
peristiwa hukum. Peristiwa hukum perkawinan akan melahirkan status
hukum baru bagi para pihak yaitu status sosial, status hukum para
pihak, status harta kekayaan, serta akan lahir akibal hukum baru berupa
tanggung jawab baru sebagai suami danisteri, sebagai ayah dan ibu apabila
kemudian lahir anak-anak, dan akan timbul hak lain yang berhubungan
dengan pihak ketiga.*

Perkawinan adalah sebuah perbuatan yang diagungkan oleh seliap
manusia dengan diifingi satu niat suci untuk membentuk keluarga yang
bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah’.

Menurut figih, hukuim asal perkawinan adalah mubah, tetapi dapat
berubah menjadi wajib, sunnah, haram dan makruh.® Perubahan hukum
tersebut tergantung dari situasi dan kondisi para pihak yang telah mukallaf
yaitu seseorang yang telah dapat diberikan beban tanggung jawab?
Hal yang demikian dipertegas dengan Hadis Nabi yang menganjurkan
perkawinan yang artinya®; “Hai kaum remaja, bila ada di antara kamu ada

. Perkawinan adalah istilah yang digunakan oleh T No. 1/1974, Nikah
adalah bahasa Al-Cur'an darni kata “nagaha”. Kata nikah digunakan dalan UU No. 22/1%46
lentang Pencatatan Mikah, Talak dan Bujuk dan UL Ne. 22 /1954,

Musaluya perkawinan bagi pegawai negen sipil akan menimbulkan hak isteri
yang Jdibayvarkan oleh negara dan hak atas asuransi kesehatan akibat perkawinan,

oS Ar-Run 21, Tafsir al Alusi menyebutkan art sakinah adalah merasa cenderu ng
{muynf) kepada ister. Makna lain dari sakinah adalah ketenangan seperti yang disebut
dalam Q% Al-Fath: 4. vaitu “Dan Diolah yang memberi ketenangan dalam hati orang-
orang nmukmin supayas keimanan mercka bertambah, " Sedangkan mawaddah adalah af
mahabthah yaitu rasa cinla dan warahimah adalab ar ra'fah yaitu kasih sayang, Wujud  dari
sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah sikap nyata dalam bentuk menjaga, melindungi,
membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing,

B Azzam, Abdul Azis Muhammad dan Abdul WahabSayyed Wahhas, 2009, Figth Munakahat,
Amzah, Jakarta. Lihal Amnawaty, 2009, Hukum dan Hukum Isiem, Universitas Lampung, Bandar
Lampung, him_ E7

1 Ihid

Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdir Razeaq, Panduan Lengkap Nikah,
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Perkawinan dapat merupakan perisaj Pemjaga kesucian dipgh seseorang
dari perbuatan yang tercela dan diharamkan oleh agama Islam vaiiy
perbua tnn—perbuatim yang bersifat fakhisyahva i Perbuatan pelacuran
dan perzinahan.'? Allah berfirman bahwa bagi orang Yang tidak mampy

Mengingat Perkawinan adalah hak setiap Warga negara yang
merupakan bagian dari hak asasi manusia sesyaj dengan kehendak yang
bebas dari calon mempelai, maka dalam, UUD 45 pasca amandemen
ke-empat Pasa] 285 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melaly; pPerkawinan
Yang sah. Dalam Perjalanan waktu, kata perkawinan yang sah
ditafsirkan dengan dua tafsir yang berbeda. Pihak Pertama menafsirkan
perkawinan sah apabila perkawinan telah dilangsungkan secy ra
agama dan dicatatkan. Pihak kedua menafsirkan bahwa perkawinan
adalah sah meskipun belum didaftarkan atay dicatatkan, Persoajan
muncul ketika pPerkawinan yang di!angﬁungkan tanpa pencatatan

anak yang tidak mengerti masalah hukum Yang dihadapi orangtuany g
akan Menangeung resiko Panjang dalam proses kehidup innya. Oleh
karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauhmana
hak anak Wwarga muslim yang lahir Pada perkawinan tidak dicatat inj
terlindungi negara. Pendekatan dilakukan dengan pendekatan sudul

Dari uraian inj penulis ingin melihat Perlindungan hukum anak yang
lahir dari perkawinan tidak dicatat dengan permasalahan: Bagaimanakah
Perlindungan atas hak anak warga muslin Fada perkawinan tidak dicatai

Terjemahan oleh Akhmad Saikhu, Pustaka Ibny Katsir, Bogor, him_ 18, HR Bukhari, Hadis

' Abu Zakki Akhmad, 1996, Figh Wanita, Rica Grafika, Jakarta, him 99,

0 id.
" Op.Cit. him. 19,
" Ibid. him. 100,

" QS5 An-Nur: 33. Ahmad Toha Putra, 1998, An My Algur'an dan Terjemalian, Asy

Syifa, Semarang, him, 287
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pasca putusan MK No. 46/ PU-PUU /2010 dan putusan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan No. 1241 /Pdt.G/2012/PA]S?

E. PEMBAHASAN

Perkawinan Islam dan Hak Anak

Perkawinan adalah hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia yang
berasal dari Tuhan sehingga setiap perkawinan diatur menurut hukum Tuhan
atau hukum agama Menurut hukum Islam setiap perkawinan adalah perbuatan
hukum yang mempunyai hubungan dua sisi yaity hubungan dengan Tuhan
(Rabb) dan hubungan manusia dengan manusia. Keduanya dirangkum dalam
perkawinan yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai “Mitsagan Gholidhan.'s

Al-Qur'an Surat Al A'raf ayat (32) isinya ... dan nikahkanlah orang-orang
yang sendirian di antara kamu... “, kemudian Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat
21, Al-Quran Surat An-Misa ayat (1), ayat (4) dan ayat (21). Konsep ini dalam
masyarakat lslam di Indonesia sebagai hukum agama yang memberi dasar sah
atau tidaknya Perkawinan,

Pengertian perkawinan menurut ulama figh'Abu Yahya Zakarya al
Anshary yang dikutip dari Maya Aufa adalah akad yang mengandung
ketentuan hukum tentang halalnya hubungan suami-istri dengan lafaz
perkawinan. ' Menurut Mubhammad Ismail bin Ismail menikah adalah
mengumpulkan dua orang.” Selanjutnya Muhammad Abu Zahrah
mengatakan perkawinan adalah sebagai akad yang menimbulkan akibat
hukum berupa halalnya hubungan suami-isteri, saling tolong-menolong
dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Imam Taqiyuddin®
dalam Kifayat Al Akhyar mengatakan perkawinan sebagai ibarat tentang
akad yang mashur yang terdiri dari rukun dan syarat dan juga al wat’.
Menurut Imam Hanafi, Maliki dan Syafii perkawinan adalah suatu akad yang
menghalalkan hubungan suami isteri.™ Menurut yuris Islam, Hazairin™ inti
dari perkawinan adalah sahnya hubungan suami isteri. Menurut [brahim
Husein® perkawinan adalah akad yang dengannya menjadi halal hu hungan
suami isteri. Tahir Mahmod mendefinisikan perkawinan adalah sebuah
ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang masing-masing menjadi

Konsep ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP

" (5 An-Misa ayat (1, 21).

*  Abu Yahya Zakarya al Anshary, dalam Maya Aufa, Tesis 52 IATN Walisongo,
Semarang, hlm. 16.

" Muhammad Ismail bin lsmail, [nd,

" Muhammad Abu Zahrah, Ihd, hlm.16.

" Abdurrahman Al Jazini, Taluk Dalarm Kompilasi Hukum Islam. Semarang: Tesis, 2002

*  Hazairin, 1961, Hukum Keluarga [ndonesie, Tinla Mas, Jakarta, him. 61

@ lbrahim Husein, Op.at., him. 70
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Pedindungan Atos Hak Anck Mudim

suami isteri dalam rangka memperoleh kebahagiaan dan membagun
keluarga dalam sinaran ilahi “The Marriage is a relationship of body and the
soul between a man and women gs o husband and wife of establisthing a happy
and lasting family foundedon belief in God almighty”.2 Konsep Al-Qur’an

perkawinan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan
Yang hakiki yaity nafsin wahidah (diri yang satu), sehingga perkawinan
adalah reunifikasi antar laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik,
setelah didahului pada tingkat hakikat yaitu kesamaan asal usul kejadian
Mmanusia dari diri yang satu,

Dengan uraian di atas maka menurut penulis perkawinan adalah
sebuah ikatan ya ng kuat lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang
Perempuan sebagai suami isteri, dilakukan dengan memenuhi rukun dan
Syarat menikah, tidak melan Bgar larangan-laran gan perkawinan dalam Islam
dengan niat yang tulus untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddal
dan wa rahmah dalam cahaya llahi.

Dihubungkan dengan perlind ungan atas hak anak-anak sebagai hak kodrati
yang dibawa sejak lahir maka hak anak sebagai berikut;

Eratnya hubungan antara anak dan orangtuanya yang menimbulkan hak
dan kewajiban timbal-balik Antara orang tua dan anak disebutkan dalam
Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 233 seperti tentang kewajiban ora ng tia
terhadap anak.®

“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun

penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, Dan kewajiban ayaly

Menurut ayat tersebut dj atas, maka orang tua berkewajiban terhadap
(#naknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, menyusui anak-anaknya
Selama dua tahun penuh, ayah memberi makan dan pakaian kepada para iby
dengan cara yang makruf. Dengan kata lain orang tua berkewajiban memelihara,
imengasuh mendidik, menjaga dan melindunginya,

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang

Ya, yaitu: hak nasab (ketury nan), hak radls’ (menyusui), hak hadlanal;

meliharaan), hak walayah (wali), dan hak na tkah (alimentasi), Dengan
uhinya lima kebutuhan inj, orang tua akan mampu menganta rkananaknya
dalam kondisi Yang siap untuk mandig yaitu:

| ==

2 Tahir Mahmod, 1987, Personal Law [n Islamic Countries, Academy Law and
Religion, New Delhi, him. 209,

% 05 Al Bagarah: 733,

- Dikutip dari Aris Bintania, Hak dan Kedudukan Angk Dalam Keluarga dan
Selelah Terjadinya Perceraian, Majalah Hukum [slam Vol. VIl No. 2 Desember 2008, him
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a. Hak Radla’

Hak Radla’ artinya hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan
pokoknya dengan jalan menyusu pada ibunya. Dan dalam masa penyusuan
ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat
terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini avahlah yang memiliki
kedudukan tersebut,®

b. Hak Hadlanah

Menurutistilah fikih, hadhanahialah tugas menjaga dan mengasuh atau
mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sammpai mampu menjaga dan
mengatur dirinya sendiri.” Para ahli figh mendefinisikan “hadhanah” ialah:

“Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun
rempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah
aripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya,
menjaganya dari sesuatu yang menyakit dan merusakya, mendidik jasmani,
rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan
memikul tanggung jawabnya. tugas hadlanah akan dipikul oleh dua orang
ibu bapaknya sekaligus bersama-sama.”

c. Hak Walayah (Perwalian)

Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam perkawinan,
juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak semenjak berakhir periode
hadhanah sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan
dan perwalian dalam hal harta. Dalam Hukum Islam, perwalian anak dibag;
menjadi tiga, yaitu: Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak,
Perwalian harta, Perwalian perkawinan.*

d. Hak Nafkah

Hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan
langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnva sudah
mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-
masing hak-hak di atas,™

Hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kelompok besar, yaitu
hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat
perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.®

157.

= Q5 Surat Al-Bagarah ayat 233.

* M. ZuffranSabrie, 1998, Analisa Hukum Islarm Tentung Anak Luar Nikah, Departemen
Agama R, Jakarta, hlm. 79-84.

. Mohammad Thalib, Fikih Sunnah 8, Cel. 15, trans. Sayyid Sabig, PT. Alma'arif,
Bandung, 1980, him, 173

. Satria Effendi Zein, Makna, Urgensi dun Kedudukan Nasab dalam Perspektif
hukum Keluarge Islam, fumal Mimbar Hukum, No. 42 Tahun X 1999), hlm. 7-19.

= M. Zuffran Sabrie, Op.cit, him_ 79-84.

A Saifullah, Problematika Anak dan Solustnya (Pendekaten Sadduzzara'i), Jurnal
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waltu itu dan para hakim anggota yang komitmen dengan Islam tak diragukan
maka putusan MK akan Pasal 43 UU tidaklah berdiri sendiri. Sehingga keputusan
merevisi redaksional Pasal 43 UUP sudah sangat jelas untuk melindungi anak
dari perkawinan yang vidak dicatat tetapi telah dilakukan sah secara agama
adalah sah. Tidak hanya itu, menurut Amad Fadlil Sumadi, Pasal 43 UUF baru
juga akan melindungi anak yang latiir dan perkosaan, dan perzinahan sepanjang
dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keputusan MK tentang perubahan Pasal 43 (1) ini sebetulnya dapat
membawa angin segar bagi paraibu beragama Islam yang mempunyai anak pada
perkawinan secara agama dan tidak dicatat. Logika hukum yang dapat dibangun
adalah Pasal 43 baru adalah tafsir tertinggi atas UUP Pasal 43 yang setara
undang-undang. Oleh karena itu, si ibu atas nama si anak dapat mengajukan
permohonan ke pengadilan agama untuk meminta pengadilan menetapkan
hubungan antara si anak dan bapak biologisnya sebagai hubungan perdata.

Implementasi atas keputusan MK No.46/ PU-V1I1/2012 diketahui dari hasil
wawancara® dengan hakim agama pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Drs. Yasardin, M.Ag™ '

Dengan berhati-hati hakim menjawab pertanyaan peneliti. bahwa secara
pribadi anak dari perkawinan tidak dicatat perlu dilindungi. Akantetapi, sebagai
hakim agama ia tak bisa bekerja dengan berdasarkan pada ijtihad (rechivinding),
ia harus bekerja berdasarkan peraturan yang sudah ada lebih dulu dari pada
perbuatan seseorang (azas legalitas). Sebagai solusi ia tawarkan hak waris
wajibah untuk anak seperti yang diatami oleh anak Machicha Mochtar. Hal
tersebut dibuktikan dengan disebutkan alasan penolakan pengesahan anak
Machicha karena:

e Perkawinan antara Machicha Moehtar dan alm. Moerdiono tidak
mempunyai akta perkawinan.

f.  yangdikemukakan olehsaksi yang dibawa pihak termohon yang mengatakan
bahwa penolakan didasarkan alasan bahwa putusan judicial review
Mahkamah Konsitusi tidak dapat diberlakukan surut untuk perkawinan
yang dilakukan sebelum ada judicial review, apabila itu dilakukan maka
akan terjadi kekacauan hukum. Alasan tersebut secara utuh sebagai berikut

Bahwa di samping bukti-bukti surat, tergu gat telah pula mengajukan saksi
ahli sebagai berikut: Saksiahli tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan
53, pekerjaan Dosen Pascasarjana bidang hukum \ata negara, tempat kediaman
di Tangerang Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut: “Bahwa menurut saksi semua putusan Pengadilan termasuk putusan

Oktober 2013

Tempal wawancara: Pengadilan Agama Jakarta Selatan Jin. Haryono RM
MNe.1. Jakarta Selatan Tanggal wawancara: Rabu 4 Desember 2013,
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Perlindungon Atas Hok Anak Muslim

fahkamah Konstitusi adalah mengikat sejak berkekuatan hukum tetap, tetapi
idak berlaku surut”,

Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya mengeluarkan
jutusanatas nama Muhammad Iqbal Ramadhan. Anak dari pedangdut Machicha
Aochtar itu tidak mendapatkan hak perdata atas alm. Moerdiono, sehingga
ak berhak atas hak waris. “Untuk pertimbangan lain, status Igbal tak bisa
linyatakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), soal hubungan
serdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Jadi tidak berhak mendapatkan
wak waris.” "

Dengai uraian di atas dapat disimpulkan sistem hukum perkawinan
Indonesia sampai kini masih bermasalah karena disatu sisi UUP mengakui
perkawinan tidak dicatat (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 KHI yaitu perkawinan

adalah sah abila dilakukan menurut hukum [slam sesuai Pasal 2 ayat (1) ULT,
tapi di sisi lain ia tidak mengakuinya dengan menyebutkan perkawinan yany,
tidak dicatatkan sebagai perkawinan yang tidak berkekuatan hukum. Hal itu
dijelaskan dalam KHI Pasal 5, 6 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (3).

Pasal 5 ayat (1) KHI

Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus
Dicatat.

Pasal 5 ayat (2) KHI

Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatal
Perkawinan sebagaimana diatur oleh UU No. 22/1946 jo UU No. 32/1954,
Pasal 6 ayat (1) KHI

Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5 setiap perkawinan harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat
Perkawinan,

Pasal 6 ayat (2)

Perkawinan vang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatal
Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 ayat (3)

Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empal
tanpa ifin pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan kenyataan tersebut maka hingga kini terjadi perdebatan antara
pakar hukum Islam ataupun yuris hukum, Tak cukup hanya polemik tentang
sahnya perkawinan, polemik polemik pun berkembang dan berakhir pada
. status anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat tersebut adalah anak
luar kawin (Pasal 42 UUP), seperti putusan PA Jakarta Selatan No. 1241/
Pdt.G/2012/PAJS.

SIMPULAN
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Dengan uraian di alas dan dikaitkan dengan kasuos Machichns M uchtar,
maka dapat disimpulkan bahwa anak vang lahir pada perkawinan tidak
dicatat belum dapat dipenuhi hak-haknya pasca Putusan MK Nomaor 46/
PU-VIHT 2000 dan dihubungkan dengan Putusan 1'A JakartaSelatan Nomor
1241/ PdL.G/ 2012/ PAIS. Dengan demikian perlindungan atas hak anak warga
muslim pada perkawinan tidak dicatat (secara agama Islam) belum dapat
dipenuhi dan belum dilindungi, meskipun Pasal 43 UUP telab diperbaru)
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